
 
 

 
 

 

 
RANCAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

 

NOMOR 28 TAHUN  2011 
 

TENTANG 

 
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KARANGASEM, 
 

Menimbang : a. 

 
 

 
 

b. 

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan 
Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan 

dengan Peraturan Daerah; 
 
bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (8) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
menyebutkan bahwa penerimaan hasil bunga/deviden 
rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio 

dicantumkan sebagai penambah dana cadangan 
berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran 

rancangan peraturan daerah tentang APBD; 
    

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; 

    
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
    

  2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
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  3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

    
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
    
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
    

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan       Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

    
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

    

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
    
  9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
    

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 KABUPATEN KARANGASEM 

 

 dan 
 

 BUPATI KARANGASEM 
   

 

 MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA 

CADANGAN. 
 
 

 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 
 

2. Bupati adalah Bupati Karangasem. 
 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

 

5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna 
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar 

yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 
 

    

    

 
BAB II 

 
BESARAN DAN SUMBER 

DANA CADANGAN 

 
Pasal 2 

    

  (1) Pembentukan dana cadangan Tahun Anggaran 2012 
direncanakan sebesar Rp. 321.979.502,00 (tiga ratus dua 

puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu 
lima ratus dua rupiah). 
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  (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersumber dari bunga deposito. 
    
  (3) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bersumber dari penempatan dana cadangan pembangunan 
gedung DPRD sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar 

lima ratus juta rupiah). 
    
  (4) Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan realisasi penerimaan bunga deposito 
sampai dengan dana cadangan dicairkan. 

    

  (5) Apabila realisasi penerimaan bunga deposito sampai 
dengan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tidak sesuai dengan besarnya dana cadangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) maka besaran pembentukan dana 
cadangan disesuaikan dengan realisasi bunga deposito 

bulan berkenaan. 
    

 

 
BAB III 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 

           Pasal 3 
    

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2012. 

   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem. 

 
 

  Ditetapkan di Amlapura 
  pada tanggal 30 Desember 2011 
   

  BUPATI KARANGASEM, 
   

   
 

    I WAYAN GEREDEG 

 
 

Diundangkan di Amlapura  

pada tanggal 30 Desember 2011  

   
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, 

 

 

 
   
   

                 I  NENGAH SUDARSA  
   

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 28.     
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

NOMOR 28 TAHUN 2011 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

 

I UMUM 

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (8) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan 

bahwa penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan 

penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana 

cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran 

rancangan peraturan daerah tentang APBD. Untuk memenuhi ketentuan 

dimaksud perlu membentuk dana cadangan yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 24.    


